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2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEBIJAKAN UMUM
PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

(1) Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-
2024 merupakan pedoman untuk pengelolaan

sistem pertahanan negara.

(2) Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-
2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan

pengawasan sistem pertahanan negara.

Pasal 2

Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diarahkan untuk
meningkatan kemampuan pertahanan negara melalui:
a. implementasi sistem pertahanan negara pada
kekuatan darat, laut, dan udara dengan
merealisasikan pembangunan komponen cadangan

dan komponen pendukung;

b. pengembangan . . .
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pengembangan dan implementasi konsep

pertahanan pulau-pulau besar;

penerapan akuntabilitas, transparansi, dan bebas

korupsi di dalam manajemen anggaran pertahanan,;

pembangunan postur Tentara Nasional Indonesia
yang mempunyai kemampuan daya tangkal
strategis dan mobilitas tinggi untuk diproyeksikan
di dalam dan luar wilayah yurisdiksi Negara
Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka
penegakan kedaulatan dan melindungi kepentingan

nasional;

revitalisasi industri pertahanan sebagai produsen
alat peralatan pertahanan dan keamanan yang
maju, kuat, mandiri, dan berdaya saing guna

memenuhi kebutuhan pertahanan negara;

peningkatan kerja sama internasional di bidang
pertahanan dan  keterlibatan dalam  misi
perdamaian dunia di bawah naungan Perserikatan
Bangsa-Bangsa dan lembaga internasional lainnya
dalam rangka ikut serta memelihara ketertiban dan

perdamaian dunia; dan

peningkatan kemampuan pertahanan nirmiliter
yang dilaksanakan oleh kementerian di luar bidang
pertahanan, lembaga, dan pemerintah daerah
dengan mengoptimalkan pendayagunaan sumber

daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara.

Pasal 3. ..
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Pasal 3

Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-

2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:

a. umum;

b. analisis perkembangan lingkungan strategis;

c. landasan kebijakan umum pertahanan negara;
dan

d. pokok kebijakan umum pertahanan negara.

Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-
2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 4

Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-
2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
menjadi pedoman bagi:

a. menteri yang menyelenggarakan  urusan
pemerintahan di bidang pertahanan dalam
menctapkan kebijakan mengenai penyelenggaraan
pertahanan negara; dan

b. menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah
dalam menetapkan kebijakan sesuai dengan tugas,
fungsi, dan wewenang masing-masing untuk
melindungi kepentingan nasional dan mendukung

kebijakan nasional di bidang pertahanan.

(2) Menteri . .
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(2) Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertahanan mengoordinasikan
pelaksanaan kebijjakan mengenai penyelenggaraan
pertahanan negara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua
peraturan perundangan-undangan yang merupakan
peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor
97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan
Negara Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 200) dinyatakan tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan

ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku,
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang
Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 200) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

ABGY . ..
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Presiden ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2021
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 7 Januari 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

—
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yang berciri nusantara. Melalui prinsip dasar tersebut, pertahanan
negara diselenggarakan dengan tujuan menjaga dan melindungi
kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa. Dalam mencapai tujuan
tersebut, fungsi pertahanan negara diselenggarakan guna mewujudkan
dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan yang tangguh dalam
menghadapi ancaman yang berasal dari luar dan/atau dari dalam
negeri.

Pengelolaan sistem pertahanan negara merupakan salah satu
fungsi pemerintahan. Dalam hal ini, Presiden selaku penyelenggara
fungsi pemerintahan menetapkan Kebijakan Umum Pertahanan Negara
Tahun 2020-2024 sebagai acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan,
dan pengawasan sistem pertahanan negara. Kebijakan umum ini
meliputi segala upaya untuk membangun, memelihara, serta
mengembangkan secara terpadu dan terarah segenap komponen
pertahanan negara. Kebijjakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-
2024 disusun sebagai pedoman bagi Kementerian Pertahanan,
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya masing-masing yang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. ANALISIS PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

Perkembangan lingkungan strategis pada tataran global,
regional, serta nasional semakin dinamis dan kompleks sehingga
memunculkan berbagai ancaman dan peluang bagi kepentingan
nasional Indonesia.

Pada tataran global, geo-politik dunia masih dihadapkan pada
persaingan kekuatan negara-negara besar. Persaingan ekonomi dan
perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok yang semakin tajam
berdampak negatif terhadap perekonomian dunia. Situasi ini diprediksi
cenderung memburuk dan berdampak langsung atau tidak langsung
terhadap perekonomian di kawasan Asia, termasuk juga perekonomian
Indonesia. Demikian halnya dengan perkembangan politik dan
keamanan di kawasan Timur Tengah, seperti konflik Israel-Palestina,
Amerika Serikat-Iran, Irak, Libya, Yaman, dan Suriah semakin
memperburuk stabilitas keamanan kawasan, dan mempengaruhi
kepentingan nasional Indonesia.

Pada . ..
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